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PUT US AN
Nomor 0938/Pdt.G/2015/PA.Bm.

> ) \
SRl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam

perkara Cerai Gugat antara :
PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA , pekerjaan urusan
rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai

"Penggugat";
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS.
(Perhubungan Udara M. Salahudin Bima), tempat kediaman

di Kabupaten Dompu, sebagai "Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2015
yang terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor
0938/Pdt.G/2015/PA.Bm., telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan
alasan sebagai berikut :

DALAM POSITA
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1. Pada tanggal 26 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor
368/28/X1/2003 tanggal 26 Desember 2004;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ta'a Kecamatan Kempo
Kabupaten Dompu selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal
dirumah kediaman bersama di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten
Bima selama 10 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri  dan
dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. ANAK | (P) umur 14 tahun, 2.
ANAK Il (L) umur 7 tahun;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dengan
Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;

b. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam bahkan
pernah membacok Penggugat hingga terluka ;
c. Penggugat merasa trauma dan was-was hidup bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2014 yang akibatnya
Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang
tua di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, sejak itu pula antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
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Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi
hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara
Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh
keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum
A. Primer

=

Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;
B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim;
Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah

hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh
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orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara
pemanggilan Nomor 0938/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal 31 Agustus 2015,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di
persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut
hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati/mendamaikan Penggugat
agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun
tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan
dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pengguga t;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti surat-surat sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 368/28/XI/l2004 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima tanggal
26 Desember 2004 dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah
fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata
fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2

(dua) orang saksi yaitu :
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B. Saksi
1.SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat
tinggal di Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi
memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:
= Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
= Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
= Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat
namanyaTergugat ;
= Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Tergugat di Desa Ta’a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu,
kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Belo Kecamatan
Palibelo Kabupaten Bima;
= Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir
ini sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat dan
mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar
namun penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara keduaya
saksi tidak tahu persis, akan tetapi Tergugat pernah membacok
Penggugat, sehingga Penggugat merasa trauma hidup bersama
Tergugat;
= Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan

kediaman bersama tanpa ijin dan tanpa setahu Penggugat;
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= Bahwa orang tua-tua serta tokoh masyarakat telah berusaha untuk
menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak
bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2.SAKSI Il, umur 40 tahun, agama lIslam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di
Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan
keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai
berikut:
= Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
= Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah
dikaruniai 2 orang anak;
= Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat namanya
Tergugat;
= Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Tergugat di Desa Ta’a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu,
kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Belo Kecamatan
Palibelo Kabupaten Bima;
= Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir
ini sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat dan
mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar
disebabkan karena akhir-akhir ini Tergugat kurang memberikan
nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
= Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan

kediaman bersama tanpa ijin dan tanpa setahu Penggugat;
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= Bahwa orang tua-tua serta tokoh masyarakat telah berusaha
menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasi;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam
kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal
yang tercantum dalam Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan lagi pula tidak
ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah
menurut  hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita pada
poin 1 sampai dengan poin 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat
P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta
yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang
dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
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saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan
dua orang saksitersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah
dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2003 dan telah tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar,
namun penyebabnya tidak diketahui persis oleh saksi, akan tetapi Tergugat
pernah membacok Penggugat, sehingga Penggugat merasa trauma hidup
bersama Tergugat;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;

5. Bahwa orang tua-tua serta tokoh masyarakat telah berusaha untuk
menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah
dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2003 dan telah tercatat pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
disebabkan karena masalah ekonomi dimana akhir-akhir ini Tergugat kurang
menjamin dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;

5. Bahwa orang tua-tua serta tokoh masyarakat telah berusaha untuk
menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Al 4l ol ade Gl Len 3l An g0 A p2e 2331 1Y

Artinya: “Apabilatelah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada

suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak
satu”;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf

( ) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf
¢ Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan
salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);
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4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu
serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Palibelo Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 30 Dzulga’dah 1436 Hijriyah, oleh kami Mulyadi, S. Ag. sebagai
Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Drs. H. M. ljmak SH. MH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh St. Ramlah
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh

Penggugat dan tanpa hadirmnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd.

Mulyadi, S. Ag.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd. Ttd.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi. Drs. H. M. ljmak SH. MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.
St. Ramlah
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